
 
 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

PERATURAN DAERAH PROVI SI SUMATERA SELATAN 

NOMOR 13 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019 - 2023 

DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menyelaraskan pemba · guna · daerah dengan 

kebiJakan nas:onal maka perlu menyesuaikan Peraturan Daerah 

Nomor Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Ptovinsi Sumatera Sela.tan Tahun 2019-2023 

yang merupakru1 dokumen pere canaan pembangunan daerah 

untuk periode 5 (lirna) tahun sebagai penjabaran dari visi, misi, 

tujuan; sasaran� strategi� arah keb'jakan dan progrrun kepala 

daerah yang memuat pemban·guan daerah dan keuangan daerah;. 

b. bahwa Rencana ,Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 

2019-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 

Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 terdapat 

beberapa hal yang pedu dilakukan perubahan,. dengan m.elakuk:an 

penyusunan Peraturan Perundang-undangan, antara lain Undang­

Undang, Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daera. j Peraturan Presiden Nomor 18 Tahu. 2020 ten tang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-

2024, Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang s�stem Informasi Pemerintah Daerah, dan Peraturan 

Menteri De.lam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi
t 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b,  perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2019-2023; 

Mengingat: l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1814); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tetang Rencana 

Pembangunan Jangka Parijang Nasional 7'ahun --zu-u""t>--:.!U,lt> 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4710); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5059); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik lndonesia Nomor 6573); 
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9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kcdua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang­

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6516); 

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Noroor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan 
Togas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, 

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 

17. Pera tu ran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 
Evaluasi Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6633); 

20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 ten tang Pelaksanaan 
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

21. Peraturan Presiden No1nor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan ,Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1312); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang 
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Linglrungan Hidup Strategis 
Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

459); 
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24. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Serita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem lnformasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 14); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenk.latur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacrah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

29. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2007 Nomor 17); 

30. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 

4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumate1·a Selatan Nomor 

4); 

31 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 

14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3); 

32. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 17); 
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33. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Dacrah Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2019 Nomor l); 

34. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2020 - 2040 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2020 Nomor 2); 

Dcngan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINS! SUMATERA SELATAN 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN J\TAS PERATURAN 

DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINS! 

SUMATERA SELATAN TAHUN 2019 -2023. 

Pasal l 

Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1) diubah sebagai 

berikut: 

Pasal 3 

(1) Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 

2019-2023 disusun dengan sisLematika penulisan sebagai 

bcrikut : 

BAB I 

BAB II 

BAB Ill 

BAB IV 

BAB V 

PENDAHULUAN 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 

PERMASALAHAN DAN !SU STRATEGIS 

DAERAH 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 
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S. A. SUPRIONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSl SUMATERA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 1:3t
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN : (13-2111/2021)

Pj. SEKRETARIS DAERAH

t PROVINSI SUMATERA SELATAN, ~

2021

tHo HERMAN DERU

Diundangkan di Palerobang
pada tanggal 31 1IeUelJoer:

GUBERNUR SUMATERA SELATAN"
;f.t,

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 )elie!lber' 2021

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya daJarn Lembaran
Daerah ProvinsiSumatera Selatan,

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal II

(2) Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum daJam Larnpiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan daJam Peraturan Daerah ini.

PEMERINTAHAN DAERAH

PENUTUPBABX

PENYELENGGARAANKINERJABABLX

BAB VII

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
WILAYAH SUMATERA SELATAN

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN
DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII
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